
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOK TAHUN 2018

TENTANO

JARINGAN DOKUMENTASl DAN INFORMASl HUKUM 
KABU PATEN BOYOUU

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mcnimbang

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa dukumcntasi dan informasi hukum yang terutgi dan 

tersclcnggara dengan baik dalam suatu jarmgan nasional 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dnlam 

penyelenggaraan ketatapcmehntahan yang baik, bersih dan 

bertanggung jawab xmtuk memenuhi tuntuian masyarakat 
atas dokumen dan informasi hukum yang dibucuhkan;.

b. bahwa untuk mengelola dokumcnlasi dan informasi hukum 

yang lengkap. akurai, mudah, dan ccpat yang tcrsebar di 
berbagi insiansi pemeriniah dan insturusi lainnya, pcrlu 

membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumcmasi 

dan informasi hukum nasinnal yang tcrpadu dan lerintegrosi

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2012 irntang Jaringan Dokumemasi dan Informasi 
Hukum nasiona], maka Peraturan Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 10 Tahun 2008 teniang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi (JDI) Hukum Kabupaien Boyolali sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada, achin^a 
pcrlu dilinjau kcmbali;

d. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a huruf b, dan huruf c. pcrlu mcnetapkan 

Peraturan Bupati Boyolali ten tang Jaringan Dokumentasi dan 

informasi Hukum Kabupaten Boyolali;

Mngingat.
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Men^gat 1. Undang-Undang Nonior 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Dacroh-Daerah Kabupatcn Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lemang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 centang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 lenlang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 teniang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- 
undangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20)2 tentang Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Dacrah Kabupatcn Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
(Lembaran Dae rah Kabupatcn Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaien Boyolali Nomor 183);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
lenlang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beriia Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5165);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis 
Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekrciaris Daerah 
Kabupatcn Boyolali (Beriia Daerah Kabupatcn Boyolali Tahun 
2016 Nomor 52);

Menetapkon

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
DOKUMENTASI DAN INFORMASI 
BOYOLALI.

TENTANG
HUKUM

JARINGAN
KABUPATEN

BAB 1...
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Pemerinrah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelen^ara 

Pemerinrahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan 
pemcrintahan yang menjadi kcwcnangan daerah otonom,

3. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan 
perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan 
perundang'undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada 
putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel 
majalah hukum, buku hukum, pcncllitian hukum, pengkajian 
hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan 
perundang-undangan.

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten yang 
selanjutnya disingkai JDI Hukum Kabupaten adalah suaiu 
sisiem pendayagunaan bersama Peraturan Pcrvmdang- 
undangan dan Bahan Dokumentasi lainnya secara tertib, 
lerpadu, dan berkesinambungan sena mcrupakan sarana 
pemberian pelayanan Informasi Hukum secara mudah, cepat, 
dan akurat.

5. Pusat vlaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang 
selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali yang 
berkedudukan di Bagian Hukum Sekrelariat Daerah kabupaten 
Boyolali.

BAB 1!
SUSUNAN OROANISASl 

Pasal 2
(1) JDI Hukum Kabupaten terdiri dari:

a. PJDI Hukum;
b. Anggota Pe n unj an g J arin gan.

(2) PJDI Hukum sehagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a 
adalah Bagian Hukum Sekreiariai Daerah Kabupaten Boyolali,

(3) Anggota Penunjang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b terdiri atas seluruh Rerangkat Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur ten tang 
Pembenlukan dan Susunan Perangkat Daerah.

(4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

BAB III....
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BAB III
TUCjAS pokok dan fungsi

Pusa) 3
Tuga.s PJDI Hukum Kabupalen adalah scbagai berikut:
a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pcnyebarluasan bahan hukum;

b. melakukan pembinaan> pemantauan. pelayanan si stem Jaringan 
Dokumentaai dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali;

c. menyediakan fasiliias uniuk mcndaiami dan memanfaatkan 
pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum; dan

d. melayani masyarakat agar dengan mudah da pal mcmpcroleh 
informasi hukum.

Pasal4
Fungsi PJDI Hukum Kabupaten Boyolali adalah:
a. menyelcnggarakan pengumpulan dan penyebarluasan bahan 

dokumcmasi dan informasi hukum kepada para ar^ggota jaringan;
b. menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan pcngembangan dan 

pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupalen;

c. benindak scbagai put»al rujukan dokumcntasi dan informasi 
hukum Kabupaten Boyolali;

d. untuk memudahkan pencarian dan penclusuran peraturan 
perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum;

e. mcnyelen^arakan pembinaan tcnaga pengelola dokumentasi dan 
informasi hukum;

f. menyelcnggarakan pembinaan kerjasama diantara anggoia 
jaringan;

g. menyelenggarakan evaluasi secara berkala terhadap pclaksanaan 
Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan

h. menyelcnggarakan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum 
Kabupaten kepada masyarakat.

Pasal5
U} PJDI Hukum Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibaniu oleh 

Tim Pembina,
{2} Susunan Keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1| terdiri dan;
Penasihat
Penan^ung Jawab 

Keiua

Bupati Boyolali
: Bekreiaris Daerah Kabupaten 

Boyolali
: Kepala B^ian Hukum Setda Kab. 

Boyolali

Sekretaris.....
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Sckrccaris Kasubbag Evaluasi dan
Do ku men la si Peraturan Perundnag- 
undangan pada Bagian Kukum 
Setda Kab. Boyolali.

Anggota : Siaf Bagian Hukum Sclda Kab.
Boyolati.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) dicetapkan 
dengan Kcpuiusan Bupati.

Pasal6
Anggota Penunjang Jahngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayai (1) huruf b mempunyai lugas:

a. mengalur dan menyelcnggarakan dokumentasi dan inlormasi 
hukum pada perangkal daerah dan kecamatan masing*masirig 
sesuai dengan sistem yang teloh diieiapkan;

b. mcinbcnkan informasi alau menyebarluaskan bahan 
d o ku me n la si h ukum / pe raiu ra n pe run dang- u nd a n ga n yang 
diierima olch pusat jaringan kepada anggota jaringan lainnya.

BAU IV
TANGGUNG JAWAB 

Pasal 7
Kepala Bagian Hukum Sekrecariat Dae rah Kabupaten Boyolah 

secara fungsional berkedudukan sebagai Kcpala Pusat JDI Hukum 
Kabupaten. bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan 

JDI Hukum di Kabupaten Boyolali dan melaporkan kegiatannya 
secara rutin kepada Bupaii.

BAB V
PEMBIAYAAN 

Pasal 8
Semua bioya yang timbul sebagai akibat direiapkannya Pc ram ran 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Bclanja 
Daerah Kabxipaten Boyolali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9
Pada saat Peraturajt Bupati mulai beriaku, maka Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi (JDI) Kabupaten Boyolali (Berita daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2008 Nomor 10|. dicabut dan dinyatakan tidak 

beriaku.

Pasal



-6-

Pasal 10
Peraturan Bupati (ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahui, memcrimahkan pcngundangan 
Peraruran Bupaci ini dengan pcncmpatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Diietupkan di Boyoiuli 
pada langgal '

^^UPATI BOY OLA LI,

2018

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ^

SEKRKTARIS DAERAH 
kabuAteii QOYOLAU,

2018

SKI A ?DIWINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN UOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR

SiilmHii sesiXiai dcngun «slmva 
KEPA1.A RAGIAN HUKUM'

SETDA icabl;baten BOYOLAU

Pc m bill a
NIP, 19060430 199503 1 002
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